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1. Porsi EBT dalam bauran energi 
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2. Intensitas Energi Primer

3. Konsumsi Listrik Perkapita

SASARAN UTAMA 1 SASARAN UTAMA 2 SASARAN UTAMA 3

1. Meningkatkan 

ketahanan energi daerah

2. Meningkatnya pengembangan 

potensi ekonomi sektor unggulan 

daerah

3. Meningkatnya Akuntabilitas 

Kinerja dan Keuangan Pemerintah 

Daerah, dan meningkatnya kualitas 

pelayanan publik serta Tata Kelola 
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1. Persentase Bauran EBT 1. Persentase Usaha Tambang 

Sesuai Kewenangan Provinsi yang 

Tidak Melanggar Perda

1. Persentase Penatausahaan keuangan 

dan perencanaan yang baik

2. Rasio Elektrifikasi 2. Laju Pertumbuhan PDRB 

Sektor Pertambangan dan 

Penggalian (%)

2. Persentase SDM Pelayan publik yan 
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3. Persentase Desa 
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Meningkatkan ketahanan 

energi daerah dan 

mendukung transisi 

energi berkeadilan

Terpenuhinya kebutuhan 

tenaga listrik yang andal, 

merata, berkeadilan, dan 

berkelanjutan di wilayah 

daerah serta meningkatnya 

rasio elektrifikasi

2.1. Terwujudnya peningkatan 

investasi sektor ESDM

Terwujudnya pengelolaan mineral 

dan batubara yang berkelanjutan, 

berdaya saing, dan memberikan 

manfaat optimal bagi daerah dan 

masyarakat

Terwujudnya pengelolaan aspek 

kegunungapian, gerakan tanah, 

dan sumber daya geologi lainnya 

yang mendukung keselamatan 

masyarakat, pembangunan 

berkelanjutan, dan pemanfaatan 

potensi geologi secara optimal

Terlaksananya pengendalian 

internal dan pelaporan kinerja 

dengan baik

Meningkatnya kualitas pelayanan 

administratif dan pendukung 

kebijakan publik

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

Persentase pelaku usaha 

biofuel yang dibina secara 

berkala

Jumlah lokasi sumber 

biomassa/biogas yang 

telah diidentifikasi dan 

dikelola

Jumlah unit 

pemanfaatan 

biomassa/biogas yang 

difasilitasi/dibina oleh 

pemerintah provinsi 

Jumlah potensi EBT 

(matahari, angin, air, 

laut) yang telah 

dipetakan dan 

didokumentasikan

Jumlah kegiatan usaha 

yang dilakukan 

identifikasi/pemetaan 

konservasi energinya

Persentase pelaku usaha 

yang menerapkan 

program efisiensi energi

Persentase izin operasi yang 

sesuai dengan ketentuan teknis 

dan peraturan perundang-

undangan

Persentase IUJPTL yang 

valid dan sesuai ketentuan 

teknis serta administratif 

Persentase Rumah 

Tangga yang memiliki 

Akses Listrik (%)

Jumlah WIUP MBLB yang 

ditetapkan dalam 1 (satu) 

daerah provinsi dan wilayah 

laut sampai dengan 12 Mil

Persentase IUP MBLB yang 

telah terdigitalisasi dan 

terdokumentasi

Jumlah IUJP yang diterbitkan 

sesuai dengan kewenangan 

provinsi dan prosedur OSS

Persentase PAD sektor tambang 

MBLB yang dihitung 

berdasarkan harga patokan

Persentase IUP mineral bukan 

logam jenis tertentu yang 

terdokumentasi secara sah dan 

terdigitalisasi

Persentase IUP 

mineral batuan 

yang 

terdokumentasi 

secara sah dan 

terdigitalisasi

Jumlah SIPB yang 

diterbitkan sesuai 

prosedur dan 

terdokumentasi

Jumlah pemegang IUP 

yang dibina dan diawasi 

secara langsung

Jumlah zona konservasi air tanah 

yang ditetapkan

Jumlah 

wilayah/kecamatan/zona yang 

telah ditetapkan nilai perolehan 

air tanahnya

Jumlah  Dokumen Perencanaan 

(Renja, RKA-SKPD, Perubahan 

RKA-SKPD, DPA-SKPD, 

Perubahan DPA-SKPD, LAKIP, 

LPPD, LKPJ

Tersedianya Gaji dan Honorarium 
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Persentase Pelaksanaan 

Administrasi 

Pendapatan Daerah 

Kewenangan Perangkat 

Daerah

Presentase 

Pelaksanaan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Presentase pelaksanaan 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Presentase 

Pelaksanaan 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Presentase 

Pelaksanaan 

Penyediaan Jasa 

Penunjangan 

Urusan 

Pemerintahan 

Presentase 

Pelaksanaan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Presentase 

Pelaksanaan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT

Tertatanya perizinan usaha 

niaga bahan bakar nabati 

(biofuel)

Dokumen Pengelolaan 

Penyediaan Biomassa 

dan/atau Biogas di 

Tingkat Provinsi

Dokumen Pengelolaan 

Pemanfaatan Biomassa 

dan/atau Biogas sebagai 

Bahan Bakar di Tingkat 

Provinsi

Dokumen Pengelolaan 

Aneka EBT Non-

Biomassa di Wilayah 

Provinsi

Dokumen Pengelolaan 

Konservasi Energi pada 

Kegiatan Berizin Provinsi

Dokumen Pembinaan dan 

Pengawasan Pelaksanaan 

Konservasi Energi oleh 

Pemangku Kepentingan 

Daerah

Dokumen Penatausahaan Izin 

Operasi Ketenagalistrikan di 

Wilayah Provinsi

Dokumen Penatausahaan 

Izin Usaha Jasa Penunjang 

Tenaga Listrik bagi Badan 

Usaha Dalam Negeri/PMDN

Dokumen Rencana dan 

Realisasi Penganggaran 

Penyediaan Listrik 

untuk Masyarakat 

Tidak Mampu, Daerah 

Terpencil, dan 

Perdesaan

Penetapan WIUP mineral 

bukan logam dan batuan

Tertatanya data dan 

dokumen Izin Usaha 

Pertambangan MBLB

Tertatanya data administrasi 

IUJP dalam satu provinsi

Tersedianya dokumen resmi 

penetapan harga patokan MBLB 

per komoditas

Tertatanya dokumen dan data 

izin usaha pertambangan (IUP) 

mineral bukan logam jenis 

tertentu

Tertatanya 

dokumen dan data 

izin usaha 

pertambangan 

(IUP) batuan

Tertatanya data 

SIPB secara 

administratif dan 

digital yang 

transparan dan 

akuntabel

Peningkatan kepatuhan 

pelaku usaha IUP terhadap 

izin, tata ruang dan 

lingkungan

Dokumen Penetapan Zona 

Konservasi Air Tanah di Cekungan 

Air Tanah Provinsi

Dokumen Penetapan Nilai 

Perolehan Air Tanah (NPAT) di 

Wilayah Provinsi

Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Dokumen Administrasi 

Pendapatan Daerah 

pada Level Perangkat 

Daerah

Dokumen 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Mendukung kelancaran operasional 

harian melalui layanan administrasi 

umum

Tersedianya 

barang milik 

daerah hasil 

pengadaan yang 

sesuai spesifikasi 

dan kebutuhan 

perangkat daerah

Peningkatan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Peningkatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah

Peningkatan 

mutu layanan 
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